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ABSTRAK

Junaedi Heru Seputra.2015, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Efektifitas Sistem
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka
Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada
Kabupaten Blitar”.

Pembimbing : Sri Andriani, SE., MSi

Kata Kunci :Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam
Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dalam instrumen
penerimaan yang daerah yang digunakan untuk kepentingan dan juga
pembangunan daerah. Dengan dikeluarkanya kebijakan baru yang mengatur pajak
daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk dalam pajak daerah
menjadi salahsatu objek yang yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian maka perlunya fungsi
pengawasan dan juga evaluasi dalam menjalankan kebijakan baru tersebut supaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan efektif agar manfaat dan
juga fungsiya dapat dimaksimalkan dengan baik.

Perndekatan Kualitatif (Qualitative Research) digunakan peneliti dalam
menjalankan penelitian ini. Dengan tujuan untuk memehami fenomena tentang
apa yang dialami oleh sebjek penelitianya. Terdapat dua tujuan utama dalam
penelitian yang berbasis kualitatif yaitu, menggambarkan dan mengungkap,
menggambarkan dan menjelaskan. dengan tujuan untuk lebih memahami dan
mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan aturan dan sistem baru
yang di terapkan sejak 1 Januari 2014.

Tingkat efektifitas dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah
dicapai dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang di
selenggarakan oleh Dinas Pendaparan Kabupaten Blitar tidak lepas dari peranan
besar dari masing-masing fungsi yang dijalankan oleh pemungut pajak dan juga
kerjasama wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang di miliki
oleh wajib pajak. Namun disamping dari itu semua pemberian informasi,
sosialisasi dan menjalankan sistem yang baik sesuai dengan peraturan yang ada
juga harus tetap di lakukan. Evaluasi serta pembenahan sistem yang betjalan harus
terus dikembangkan.
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ABSTRACT

Seputra, Junaedi Heru. 2015, THESIS. Title: “The Evaluation of the Effectiveness
of Land and Building Tax Collection System to Increase the Land
and Property Revenue in Blitar”.

Advisior : Sri Andriani, SE., MSi

Keyword : Evaluation, Tax Collection System, Land and Building Tax, Land
and Property Revenue

Land and Building Tax is one of the instruments of local revenue for its
benefit and development. Law Number 28 of 2009 concerning Regional Tax and
Levies as a new policy governing local taxes controls the tax on land and
buildings. Thus, it is important to monitor and evaluate the implementation of the
new policy to ensure the effectiveness of Land and Building Tax Collection and
maximize the benefit and function.

The study employs a qualitative approach and aims to understand the
phenomenon experienced by the research subject. The main objectives of the study
are to describe and explain in order to to get a better understanding and
knowledge on the land and building tax rules and new system applied since
January 1, 2014.

The effectiveness and revenue of land and building tax has been achieved
well by the Local Government of Blitar held by the Revenue Department, Blitar.
The role of the tax collector and payer in contributing their land and building tax
becomes the key factor of the achievement. In addition, information access and
distribution, and also good system implementation based on the existing
regulations should be continued. Furthermore, the system evaluation and
improvement should be developed.
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ABSTRAK

Junaedi Heru Seputra.2015, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Efektifitas Sistem
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka
Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada
Kabupaten Blitar”.

Pembimbing : Sri Andriani, SE., MSi

Kata Kunci :Evaluasi Sistem PeaaaAAmungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu dalam instrumen
penerimaan yang daerah yang digunakan untuk kepentingan dan juga
pembangunan daerah. Dengan dikeluarkanya kebijakan baru yang mengatur pajak
daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan yang termasuk dalam pajak daerah
menjadi salahsatu objek yang yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan demikian maka perlunya fungsi
pengawasan dan juga evaluasi dalam menjalankan kebijakan baru tersebut supaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan efektif agar manfaat dan
juga fungsiya dapat dimaksimalkan dengan baik.

Perndekatan Kualitatif (Qualitative Research) digunakan peneliti dalam
menjalankan penelitian ini. Dengan tujuan untuk memehami fenomena tentang
apa yang dialami oleh sebjek penelitianya. Terdapat dua tujuan utama dalam
penelitian yang berbasis kualitatif yaitu, menggambarkan dan mengungkap,
menggambarkan dan menjelaskan. dengan tujuan untuk lebih memahami dan
mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan aturan dan sistem baru
yang di terapkan sejak 1 Januari 2014.

Tingkat efektifitas dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah
dicapai dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang di
selenggarakan oleh Dinas Pendaparan Kabupaten Blitar tidak lepas dari peranan
besar dari masing-masing fungsi yang dijalankan oleh pemungut pajak dan juga
kerjasama wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang di miliki
oleh wajib pajak. Namun disamping dari itu semua pemberian informasi,
sosialisasi dan menjalankan sistem yang baik sesuai dengan peraturan yang ada
juga harus tetap di lakukan. Evaluasi serta pembenahan sistem yang betjalan harus
terus dikembangkan.



ABSTRACT

Seputra, Junaedi Heru. 2015, THESIS. Title: “7he Evaluation of the Effectiveness
of Land and Building Tax Collection System to Increase the Land
and Property Revenue in Blitar”.

Advisior : Sri Andriani, SE., MSi

Keyword : Evaluation, Tax Collection System, Land and Building Tax, Land
and Property Revenue

Land and Building Tax is one of the instruments of local revenue for its
benefit and development. Law Number 28 of 2009 concerning Regional Tax and
Levies as a new policy governing local taxes controls the tax on land and
buildings. Thus, it is important to monitor and evaluate the implementation of the
new policy to ensure the effectiveness of Land and Building Tax Collection and
maximize the benefit and function.

The study employs a qualitative approach and aims to understand the
phenomenon experienced by the research subject. The main objectives of the study
are to describe and explain in order to to get a better understanding and
knowledge on the land and building tax rules and new system applied since
January 1, 2014.

The effectiveness and revenue of land and building tax has been achieved
well by the Local Government of Blitar held by the Revenue Department, Blitar.
The role of the tax collector and payer in contributing their land and building tax
becomes the key factor of the achievement. In addition, information access and
distribution, and also good system implementation based on the existing
regulations should be continued. Furthermore, the system evaluation and
improvement should be developed.
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dari pendapatan yang di
terima oleh negara. Seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan UUD
(Undang-Undang Dasar) 1945 bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat
Indonesia. Dilatar belakangi dengan hal ini maka pemerintah berkewajiban
mengelola dan menjaga segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup warga
negara indonesia seperti halnya yang di terangkan dalam pembukaan UUD
(Undang-Undang Dasar) 1945.

Dalam hal ini tanah, air dan sumberdaya alam lainya yang dapat
menopang kesejahteraan rakyat.Tanah bereta bangunan yang berada dalam
wilayah teritori negara menjadi objek dalam pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 28 Tahun
2007 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsungdan di
gunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal
ini jelas bahwasanya peranan pemerintah dalam mengoptimalisasikan pajak perlu,
guna kemakmurkan rakyat dan membangun negara.

Memperhatikan pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi
kelangsungan dan kelancaran pembangunan, maka diperlukan penanganan dan

pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan



mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui pembayaran pajak.
Penanganan dan pengelolaan pajak dapat diwujudkan salah satunya dalam
pemungutan PBB diharapkan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai dengan aturan
undang-undang PBB yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pemerintah pusat dan
digolongkan sebagai pajak langsung serta dipungut setiap tahun. Walaupun PBB
merupakan pajak pusat tetapi dalam pengelolaan dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan hasilnya
dibagi dua yaitu 10 % untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

Sedangkan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Official
Assesment System artinya “selama belum menerima ketetapan pajak dari fiskus ,
maka wajib pajak belum terhutang pajak PBB atau belum timbul kewajiban
membayar pajak”. Ketetapan itu dikeluarkan pada tahun 1994.

Mengamati dari tujuan negara ini yang amat luhur perlu dipehatikan
beberapa hal yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah dalam menjamin
kesejahteraan rakyat indonesia seperti melalui Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
yang menyangkut tanah yang berada dalam teritori negara Indonesia. Inilah yang
menjadikan dasar bahwasanya efektifitas dalam pemungtan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) perlu di perhatikan lagi dan di evaluasi agar memperoleh hasil



yang maksimal, agar dapat di manfaatkan untuk mewujudkan terjaminnya
kehidupan warga negara indonesia melalui pemungutan pajak yang efektif.

Upaya Pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunyaadalah
dengan melakukan pemungutan pajak. Dimana pajak merupakan sumber
penerimaan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui
penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran pengeluaran pemerintah.
Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dimanfaatkan untuk
berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial
bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung. Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan pajak pusat karena obyeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian
yang lebih besar.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekeyaan alam yang
melimpah oleh karena itu maka pemerintah harus menjamin dan juga mengelola
dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Dalam hal ini
pengoptimalan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu yang menjadi
prioritas utama dalam hal efektifitasnya supaya dapat menjadi alat untuk
membantu mensejahterakan Bangsa Indonesia beserta rakyatnya.

Kabupaten Blitar yang terletak di lereng Gunung Kelud, Jawa Timur
merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan
yang cukup menjanjikan. Kabupaten Bilitar merupakan daerah yang memiliki

potensi alam dan juga wilayah yang cukup luas. Wilayah yang tergolong daerah



subur ini memiliki potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus di
kelola secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan
di Kabupaten Blitar.

Kabupaten yang meliliki 22 Kecamatan dan 220 Desa ini memiliki
wilayah yang berbeda-beda karternya di setiap kecamatan. Sebagian wilayah
tergolong dataran tinggi atau terletak di wilayah pegununagan, dan dataran rendah
seperti tepian pantai. Dilihat dari letak wilayahnya Kabupaten Blitar memiliki
wilayah yang cukup luas sekitar 1.628,80 km?.

Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah di perlukan dalam
pelaksaan dam juga pengelolaanya. Terutama dalam menunjang pembangunan
infrastuktur di wilayah Kabupaten Blitar. Supaya kesejahteraan masyarakat dapat
meningkat dan akses-akses yang di perlukan dalam menumbuhkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Berkenaan dengan uraian yang tersebut di atas, maka, maka penulis
berkeinginan untuk menyusun skripsi ini dengan judul “EVALUASI
EFEKTIFITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA KABUPATEN BLITAR”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan komponen yang sangat penting didalam
sebuah penulisan karya ilmiah maupun penelitian, oleh sebab itu maka seorang
peneliti harus dapat mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga

sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat mencapai



sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang
dilakukan oleh Kabupaten Blitar di sektor perdesaan ?

2. Hambatan-hambatan dan solusi-solusi dari masalah pemungutan pajak supaya
pelaksanaanya dapat evektif dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB
tersebut di sektor perdesaan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya
tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat ini dan dapat
bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan. Berdasarkan perumusan
masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan
yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan hak dan kewajibannya
sebagai fiskus, khususnya di sektor perdesaan di Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui berbagai hambatan-hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan solusi-solusinya di

tempuh agar pemungutan pajak bumi dan bangunan berjalan efektif.



1.3.2 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat
diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan perkembangan pemikiran dalam ilmu Akuntansi pada

umumnya, dan pada perpajakan pada khususnya.

b. Dapat memberikan saran serta jawaban terhadap permasalahan yang akan

diteliti.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan pengetahuan pemikiran bagi para pihak yang memiliki
kepentingan dalam penelitian ini.
b. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan adanya semacam
permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan
permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah yang baik.
c. Dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak
bumi dan bangunan yang dilakukan pemerintah kepada para wajib pajak
Bumi dan Bangunan pada umumnya dan penulis sendiri khususnya.
1.4 Batasan Penelitian

Penggunaan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk
menentukan sampel yang di gunakan dalam melakukan penelitian. Dari 22
Kecamatan dan 220 Desa yang ada di Kabupaten Blitar, dan dalam penelitian ini

di ambil 6 desa dari kecamatan yang berbeda-beda. Dengan tujuan supaya daerah-



daerah yang di jadikan sampel tersebut dapat mewakili dari proses pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan yang berlangsung di kabupaten blitar.

Batasan penelitian di pergunanakan untuk mentukan lokasi penelitia
pemungutan Pajak Baumi dan Bangunan yaitu diantaranya terdapat 6 kecamatan
yang pada setiap kecamatan diambil 1 desa untuk di teliti pemungutan pajak di
tingkat desa di Kabupaten Blitar. diantaranya sebagai berikut:

1. Desa Kerenceng Kecamatan Ngkegok

2. Desa Sidodadi Kecamatan Garum

3. Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon
4. Desa Lorejo Kecamatan Bakung

5. Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto

6. Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan
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KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No | Nama, Variabel dan | Metode / Hasil Penelitian
Tahun, indikator Analisis
Judul ataufokus Data
Penelitian penelitian

1. | ASMAUL | Biaya Deskriptif | 1. Agar peranan pajak bumi
HUSNA pemungutan Kualitatif | dan bangunan berjalan lancar
YUSUF PBB-P2 setelah diharapkan kepada kolektor-
MUBAR diserahkan ke kolektor agar segera
(2014) daerah. menyetorkan hasil pemungutan
Analisis pajak bumi dan bangunan
peranan kepada pihak bank agar masuk
Pajaka ke kas daerah.
Bumi dan 2. Kesadaran wajib pajak
Banguna dalam membayaran  pajak
terhadap bumi dan bangunan masih
pendapatan kurang sehingga perlu
daerah diadakan penyuluhan
Kabupaten mendalam serta menjelaskan
Takalar sanksi yang ditempuh kepada

wajib  pajak yang sering
menunggak dalam membayar
pajak bumi dan bangunan
untuk semua desa dan
menjelaskan betapa pentingnya
membayar pajak bumi dan
bangunan.

3. Diharapkan kepada peneliti
selanjutnya dapat meneliti
proses penentuan target PBB
oleh Pemda supaya target
tersebut mempunyai kajian
akademik dan dapat dijadikan
acuan untuk memiliki kinerja.




Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Nama, Variabel dan | Metode/ Hasil Penelitian

Tahun, indikator Analisis

Judul ataufokus Data

Penelitian penelitian
INDAH Peranan PBB | Deskriptif | 1.Besarnya biaya terkait
KUSUMA terhadap Kualitatif | dengan kegiatan pemungutan
DEWI (2012) | pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
Analisis daerah. yang  dianggarkan  oleh
Biaya pemerintah  daerah  dalam
Pemungutan APBD harus diperhatikan dan
Pajak Bumi harus berdasarkan peraturan
dan daerah. Pengguanannya juga
Bangunan harus jelas, transparan dan
Sektor benar-benar untuk  proses
Pedesaan dan pemungutan. Sehingga
Perkotaan apabila masyarakat
Setelah mengetahui dan mengawasi
Diserahkan penggunannya.
ke Daerah 2.Meskipun tujuan pemberian

insentif pungut sama dengan
pemberian biaya pungut yaitu
untuk memberikan motivasi
kepada petugas pemungut.
Namun dalam teori
perpajakan tidak ada istilah
insentif pungut, yang ada
biaya pungut. Jadi seharusnya

pemerintah memberikan
aturan yang jelas kepada
siapa saja biaya pungut

diberikan dan hukuman yang
diberikan kepada
pelanggarnya. Bukan dengan

mengganti  istilah  biaya
pungut  menjadi  insentif
pungut.

Perbedaan dari penelitian yang sebelum-sebelumnya dapat dilihat dari segi

objek penelitian dan juga letak secara geografis dari daerah objek pajak yang di
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teliti, dan penelitian ini lebih mengarah pada efaluasi efektifitas peningkatan dari
penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten blitar.

Selain terdapat perbadaan objek pada penelitian, pada penelitian ini juga
lebih mengacu pada peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang di nilai
dari sistem pemungutannya. Sangat berbeda dari penelitian sebelumnya yang
berorientasi pada biaya pemungutan dan peranan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).

2.2 Kajian Teori
2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam
kemakmuran rakyat.

Pendapat yang di kemukakan oleh Prof. Rochmat Soemitro, SH
menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontrapretasi) yang langsung dapat di tunjukan dan di gunakan untuk membayar
pengeluaran umum, seperti yang ditulis Mardiasmo (2011:1).

Definisi pajak juga di kemukakan oleh beberapa ahli pajak yang

berpendapat sebagai berikut:
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1. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Adriani.
Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan
terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan Undang-Undang
dengan tidak mendapat imbalan kembali yang langsung dapat ditunjuk dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

2. Pengertian Pajak menurut Suparman Suumadwidjaya.
Pajak merupakan iuran wajib masyarakat berupa barang yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma hukum yang berguna menutupi biaya produksi
barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai iuran atau pungutan wajib
yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang
dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan
tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung.

2.2.2 Jenis Pajak
Menurut pendapat yang di kemukakan oleh Mardiasmo (2011:5) tentang
jenis-jenis pajak. Dalam buku tersebut pajak di kelompokan menjadi tiga
golongan, yaitu:
1. Jenis Pajak Menurut Golonganya.
Pejak yang dipungut menurut golonganya dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Langsung.
Merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahakan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.
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b. Pajak Tidak Langsung.
Pajak yang pada akhirnya dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada
pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya.
Menurut sifatnya pajak dapat di pisahkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Subjektif.
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti
memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak Objektif.
Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya.
Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua macam,
yaitu:
a. Pajak Pusat.
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
pembiayaan rumah tangga.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah.
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b. Pajak Daerah.
Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas dua bagian,
yaitu:
1. Pajak Propinsi.
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota.
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak
Daerah menganut beberapa sistem seperti yang di jelaskan dalam buku karya
Mardiasmo (2011:7). Seperti yang ungkapakan sebagai berikut ini:
1. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat pasif.
c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkanya Surat Ketetapan Pajak oleh

Fiskus.
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2. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri.
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Witholding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
(bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak ) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang da pada pihak ketiga,
pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.
2.2.4 Subjek dan Objek Pajak
2.2.4.1 Subjek Pajak
Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah
memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di
Indonesia. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah memenuhi syarat-

syarat obyektif.
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Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum, oleh karena itu untuk
menjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum. Sehingga firma,
perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dapat menjadi
subjek pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak sesuai undang-undang PPh No.
36 Tahun 2008 adalah:

1. Orang Pribadi.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap.

Subjek pajak juga dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri.
2. Subjek Pajak Luar Negeri.
2.2.4.2 Objek Pajak

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat
dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa.
Misalnya:

1. Keadaan : kekayaan seseorang pada saat tertentu, memiliki kendaraan
bermotor, radio, televisi ;

2. Perbuatan : melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan
rumah atau gedung ;

3. Peristiwa : kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak,
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Objek pajak sangat luas dan banyak cakupanya diantaranya sebagai
berikut:
1. Objek Pajak Penghasilan (PPH).
2. Objek Pajak PPN.
3. Objek Pajak PPn-BM.
4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Objek Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Objek Pajak Bea Materai.
2.2.5 Pajak Daerah
2.2.5.1 Penjelasan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.2.5.2 Jenis Pajak Daerah

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah telah
dibatasi jumlah dan jenisnya (Closed List System), mengacu pada UU Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dapat
dikelompokan menjadi dua jenis yaitu:
1. Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi adalah

sebagai berikut:
a. Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
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c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

d. Pajak Air Permukaan.

e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran.

c. Pajak Hiburan.

d. Pajak Reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

g. Pajak Parkir.

h. Pajak Air Tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut jenis Pajak selain yang tersebut di atas (Pasal 2
Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009). Apabila ada Daerah menetapkan Perda dan
melakukan pemunggutan Pajak Daerah selain yang ditetapkan UU, maka Perda
tersebut akan direkomendasikan untuk dapat dibatalkan. Mardiasmo (2011:12)
2.2.6 Tarif Pajak
Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Definisi atau pengertian tarif pajak
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menurut Mardiasmo (2011:9), dalam buku yang berjudul Perpajakan. Menyatakan

bahwa tarif pajak adalah:

1. Tarif Pajak Sebanding/proposional, adalah tarif berupa persentase yang tetap,
terhadap berapapun jumlah uang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang
terutang proporsional terhadap besarnya pajak yang terutang tetap.

2. Tarif Pajak Tetap, adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
tetap.

3. Tarif Pajak Progresif, adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar
bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase

tarifnya, tarif progresif dibagi seperti berikut:

a. Tarif Progresif Progresif :kenaikan persentase semakin besar
b. Tarif Progresif Tetap :kenaikan persentase tetap
c. Tarif Progresif Degresif :kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Pajak Degresif adalah persentase yang digunakan semakin kecil bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
2.2.7 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2.2.7.1 Penjelasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan
terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan

UndangUndang nomor 12 Tahun 1994.
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PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak
terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.
Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai
Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan
yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.
2.2.7.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:

1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di
pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah,
pekarangan, tambang.

2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat
usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah,
dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam

renang, anjungan minyak lepas pantai.
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2.2.7.3 Objek Yang Tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah
sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan
itu.

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak.

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal
balik.

5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.2.7.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
¢. Memiliki bangunan, dan atau;

d. Menguasai bangunan, dan atau;

e. Memperoleh manfaat atas bangunan

2. Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.
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2.2.7.5 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP
ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan
mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;

2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan
dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;

3. Nilai perolehan baru;

4. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

2.2.7.6 Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).Besarnya

persentase NJKP adalah sebagai berikut :
1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
a. Apabila NJOP-nya> Rp1.000.000.000,00 adalah 40%
b. Apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%
2.2.7.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Besarnya tarif PBB adalah 0,5%
Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP
1. Jika NJKP =40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

a. =0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
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b. =0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
2. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
a. =0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
b. =0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
2.2.8 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten

Blitar.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya di sebut dengan PBB P2 dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah merupakan suatau bentuk tindak lanjut kebijakan
otonomi daerah desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut di tuangkan dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaiaan, penetapan,
pengadministrasian, pemungutan dan atau penagihanserta pelayanan PBB P2 akan
di selanggarakan oaleh Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten.

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi daerah pengelolaan dan PBB P2 di laksanakan sejak 1 Januari 2014
dengan demikian hal hal yang berkaitan dengan PBB P2 diatur dalam aturan di
masing-masing daerah. Dengan dasar tersebut maka pemerintah Kabupaten Blitar
mengelurarkan PERBUB Nomor 54 Tahun 2013 yang mengatur tentang tatacara
pemungutan Pajak Bumi dan Bangun Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang
berisi tentang:

1. Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan PBB P2

a. Daerah Pemungutan PBB P2 adalah Kabupaten Blitar.



23

Dinas yang bertanggung jawab adalah Dinas Pendapatan Kabupaten
Blitar (DIPENDA KAB. BLITAR)
Aturan serta regulasi mengenai PBB P2 dan penjelasan-penjelasan

tenjang Objek Pajak yanga tergolong dalam PBB P2.

2. Ruang Lingkup PBB P2

a.

Tata cara pemungutan PBB P2 yang mencakup seluruh rangkaian proses
meneta usahakan, menerima dan melaprkan penerimaan PBB P2.

Menjalankan fungsi pelayanan, pelaporan data dan informasi,
pembukuan dan pelaporan, dan penagihan supaya dapat melaksanakan
tata cara pemungutan PBB P2 yang di emban oleh DIPENDA Kab.

Blitar.

3. Tata Cara Pemungutan PBB P2

a.

Menetapkan prosedur yang wajib dinjalankan oleh DIPENDA Kab.
Blitar dalam rangka menjalankan prosedur pemungutan PBB P2.
Prosedur yang diatur dalam PERBUB ialah Prosedur Pendaftaran,

Pendataan, Penilaian, Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak.

4. Penghapusan Piutang pajak

a.

b.

Penghspusan Piutang pajak ini dapat di lakukan oleh Bupati dikarenakan
tidak dapat tertagih dan atau sudah kadaluarsa.

Penghapusan piutang pajak dapat dilakaukan dengan Keputusan Bupati.

2.2.9 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Prespektif Islam

Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-‘Usyur), kita

dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim
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kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika
pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat,
tabi’in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali
dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani
kewajiban zakat. Di antara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah
sebagaimana berikut:

1. QS. An-Nisa’: 29:
oK R AN &) A&l 158 Yy 280 (yal 5 e 80 05808 o Y1) Jlalll 5 A&V gl 1,80 3 18]
Ya- Ly 0l Ll G
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. ”. (QS. An-
Nisa’: 29).
Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya
dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang
batil untuk memakan harta sesamanya.
2. HR.Imam Ahmad V/72 no.20714:
Aa (il Cuday 9 155 Ol Jad V&%) ¢ 1 adBi 9 9T ) gl 9 o) gallad i
“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent).
Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan

dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh



25

Al-Albani dalam Shahih wa Dha’if Jami’ush Shagir n0.7662, dan dalam
Irwa’al Ghalil n0.1761 dan 1459)

Pendapat kedua Menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum
muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan
kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama
yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin
adalah imam al-Juwaini di dalam kitab Ghiyats al-Umam hal. 267, Imam al-
Ghazali di dalam al-Mustashfa 1/426, Imam asy-Syathibi di dalam al-I’tishom
11/358, lbnu Abidin dalam Hasyiyah Ilbnu Abidin [11/336-337, dan lainnya.
Diantara dalil-dalil syar’i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana
berikut:

1. QS. Al-Baqgarah: 177:

Sy A5 AT plsaly AL (ol Oy Dl STy o ally sdiall 08 2 sy Tslsh of ) o
A8y BN &y iy Jalal) )y Sy )y (A g 03 438 e ) (T ol
Gt of Wbl s o7yl g o LWB) 8 s 1Bl 13) A (58 sl s ST STT5 330l
SYVY- 8 b Sl ) B o)

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat,
tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari
akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta
yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-
orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk
memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan

zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar
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dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah

orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.( QS.

Al-Bagarah: 177)

Ayat ini Allah mengajarkan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar

dengan mensejajarkan antara:

a. Pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang
miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba
sahaya, dengan.

b. Iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi,
mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janji, dan lain-lainnya.
Point-point dalam group (a) di atas, bukannya hal yang sunnah, tapi
termasuk pokok-pokok yang hukumnya fardhu, karena disejajarkan dengan
hal-hal yang fardhu, dan bukan termasuk zakat, karena zakat disebutkan

tersendiri juga.

. QS. AL-An’am: 141:

& DI Jadlly il sy s ol g el il Ll (o200 Th

130 0l oy 150K Al e s Leaiaa DIy & 57301 AT (el

RS FISE SWA R R ] I WD PIE WAVE v I PRgV|

“Dan Dia-lah yang Menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang
tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun
dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya).

Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada
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waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (QS. AL-An’am: 141).
3. QS. AT-Taubah: 29:
Lo O Vg DAY Taally 95 allly ¢ 5ha’sy 3 () 151318
> U T g8 of ad) g Y s sty ¥ A0 LTy Al s
-YA- Gslela by e A0 1 shay
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian,
mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah Diharamkan Allah dan
Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar
(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka
membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
(QS. AT-Taubah: 29)”
2.3 Kerangka Berfikir
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan komponen yang sangat
penting dalam pembangunan Nasional. Oleh sebab itu maka efektifitas dari
pembayaran pajak perlu di perhatikan lagi. Karena Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dapat di gunakan sebagai sarana untuk memjukan kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama yang di inginkan Negara dalam hal
ini Pajak Bumi dan Banguan merupakan salah satu sember dana untuk
pembangunan sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan rakyat.
Pajak Bumi dan Bngunan (PBB) dapat di kelola dalam berbagai fungsi
kebijakan yang berkaitan dengan bumi dan bangunan. Di setiap kabupaten

maupun kota tidak dapat di pungkiri lagi bahwa penerimaan melalui Pajak Bumi
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dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan yang termasuk besar.
Seperti halnya di Kabupaten Blitar penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) menjadi salah satu pemasok utama keuangan daerah.

Dalam uapaya peningkatan kesejahteraan rakyat peranan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sanagat di butuhkan dalam hal pendanaanya yang di kembalikan
lagi kepada rakyat untuk membangun infrastuktur yang dapat di nikmati oleh
masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung dapat di rasakan
kebermanfaatanya. Dalam pengeloaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah
mengalami banyak perubahan kini pengeloaanya langsung di serahkan kepada
daerah yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dilatar belakangi dari hal yang telah tersebut di atas maka sistem yang di
gunankan untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) haruslah efektif.
Supaya setiap daerah dapat mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebaik-

baiknya dan dapat bermanfaat dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
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BAB I11
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ialah menggunakan metode
penelitian yang berbasis kualitatif (qualitative Research) adalah suatu penelitian
yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,
aktifitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual
maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-
prinsip dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif
bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari
data atau dibiarkan terbuka untuk interpetasi. Data dihimpun dengan pengamatan
yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai
catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan
catatan-catatan.

Penelitian kualitatif merupakan penelititan yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Penelitian kualitatif mempunyai dua
tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap ( to describe
and explore) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (to describe and
explaim).

3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Kabupaten

Blitar. Ditinjau dari aspek wilayah Kabupaten Blitar memiliki potensi yang cukup
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besar dalam peningkatan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Mengingat Luas wilyah Kabupaten Blitar yang mencapai 1.628,80 km2.
3.3 Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian
kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan
hasil kajiannya tidak akan diberlakukan pada populasi, tetapi ditransferkan ke
tempat lain pada situasi sosial dalam kasus yang dipelajari. Sampel dalam
penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan narasumber, partisipan
atau informan (Sugiyono, 2012:216).

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai
informasi yang diperlukan selama proses penelitian melalui wawancara. Informan
adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan
tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya
(Moleong, 2000:97). Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, keterangan, atau
data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan
yang diteliti.

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik
pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber

primer dan sumber sekunder.
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1. Sumber Primer
Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa
catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis
lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan
mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di
perpustakaan.

2. Sumber Sekunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan
informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini
dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan
dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Data ini
digunakan untuk mendukung infomasi dari data primer yang diperoleh baik
dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga
menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka,
penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu
literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini supaya

mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Obeservasi, merupakan kegiatan yang di lakukan dalam upaya mencari data
yang dapat di gunakan untuk memunculkan sebuah kesimpulan atau

diagnosis. Selain daripada itu observasi juga mememiliki tujuan, melihat,
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mengamati dan mencermati suatu perilaku (Suharsaputra, 2012:209). Terjun
kelapangan guna mengamati proses pemungutrabn pajak.

2. Dokumentasi, dokumentasi dapat berupa berbentuk tulisan, gambar ataupun
karya monumental yang dapat menggambarkan catatan peristiwa yang sudah
lalu. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan dalam
sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian
sebagai bahan yang dapat memperkuat sebuah penelitian yang di jalankan.
Sepertihalnya lampiran maupun segal hal yang terkait dalam pengumpulan
data.

3. Wawancara, kegiatan yag dilakukan untuk mengumpulkan data baik
menggunakan pedoman wawancara maupun tidak yang dilakukan oleh dua
orang dengan bertatap muka antara pewawancara dan informan atau pihak
yang diwawancarai (Bungin, 2007:108). Dalam hal ini wawancara di lakukan
kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksaan pemungutan
pajak dan juga lembaga yang menjadi perima Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di kabupaten Blitar seperti halnya petugas pemungut PBB dan
Penanggung jawab PBB.

Daftar pertanyaan yang di gunakan dalam wawancara guna pengumpulan
data terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Pertanyaan untuk pihak DISPENDA Kabupaten Blitar:

a. Pentingnya Pajak Bumi dan Banguan (PBB) untuk Kab. Blitar?

b. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?
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c. Bangaiman sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dai Kab.
Blitar?

d. Apakah sistem pemungutan mengalami perubahan seiring dengan
perubahan mengenai pelimpahan Pajak Bumi dan Banguan (PBB)?

e. Seperti apa perbedaan sistem batu dan sistem lama mengenei pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kab. Blitar? (Jika poin d terpenuhi)

f. Kelemahan dan kekuatan dari sistem pemungutan Pajak Bumi dan Banguan
(PBB) yang diterapkan?

g. Adakan terget untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Blitar
dalam setiap masa pemungutan?

h. Berapa besar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari target
yang telah di tetapkan? (Jika poin f terpenuhi)

i. Upaya seperti apa yang di lakukan dalam peningkatan pendapatan dari
sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

j. Kebijakan apa yang diterapkan dalam pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)?

2. Pertanyaan untuk petugas pemungut pajak di desa-desa yang berada di
Kabupaten Blitar: Apakah perbedaan sistem baru dan sistem lama dalam
pemungutan pajak?

a. Pentingnya Pajak Bumi dan Banguan (PBB) untuk desa?
b. Berapa jumlah petugas pemungut Pajak Bumi dan Banguan (PBB) di desa?
c. Seperti apa pemungutan Pajak Bumi dan Banguan (PBB) yang dilakukan di

desa?
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d. Berapa besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dapat di peroleh?
e. Apa saja kendala yang dialami dalam pemungutan pajak di desa?
f. Apakah ada target yang di tetapkan dalam setiap masa pemungutan Pajak
Bumi dan Banguan (PBB) di desa?
g. Berapa terget dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Banguan (PBB) di
setiap desa? (Jika poin f terpenuhi)
3.6 Analisis Data
Mardismo (2009:132) efektifitas merupakan hal yang berhubungan dengan
pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan
dampak yang di hasilkan dari adanya kegiatan yang berhubungan antara realisasi
yang di capai dengan target yang berhasil di capai.
Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi target yang
di capai, dengan menggunakan formula seperti yang di kemukakan oleh (Halim
2002) seperti berikut ini:
Gambar 3.1

Formulasi Penghitungan Efektifitas

Efektivitas PR Realisasi Penerimaan PBB 100%
fektivitas - Target PBB x ?

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996,
kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :
1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan

sangat efektif.
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Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan
efektif.

Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan
cukup efektif.

Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan
kurang efektif

Analisis yang akan di gunakan dalam mengolah data yang di dapat dari

penelitian yang akan dilakukan di Kabupaten blitar ialah menggunakan analisis

seperti halnya yang di kemukakan diatas.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis

sebagai berikut:

1.

2.

Analisis Struktur Organisasi dan Job Discription.

Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangnan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB P2).

Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Analisis Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).
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BAB IV
Paparan Data dan Pembahasan Hasil Penelitian
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.
4.1.1 Latar Belakang Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Semangat reformasi telah mewarnai Pemerintah Daerah/Organisasi
Aparatur Negara dengan tutuntutan untuk mewajibkan adminstrasi negara yang
mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaanya diperlukan penerapan prinsip-prinsip good governance.
Agar sistem Pertanggung jawaban yang tepat, jelas,dan nyata, dengan konsep
dasar akuntabilitas yang sasaranya pada klasifikasi, responsibilitas manajerial dari
setiap bagian, dan masing-masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan
yang nyata dan benar-benar di rencanakan, dilaksanankan serta di realisasikannya.

Upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good governance)
membutuhkan komitmen yang kuat, tekat untuk berubah menjadi lebih baik dan
sikap konsisten. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan prinsip-prinsip
yang tegas, utuh dan bersinergi dari keempat nilai/prinsip sebagai berikut, yaitu:
transparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan akuntabilitas yang nantinya
dapat dikembangkan dan dielaborasikan menjadi prinsip yang bersifat

implementatif dalam setiap tugas pokok organisasi.
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Gambaran Umum/Profil Dinas Pendapatan Kabupaten Blitardalam
menjalankan tugas sebagai berikut:
1. Kondisi saat ini
a. Kepegawaian
Dinas Pendapatan (DIPENDA) Kabupaten Bliatar memiliki jumlah
personil/pegawai sebayak 65, seperti yang dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 4.1

Data Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

No. Keterangan Jumlah (Orang)
1 Menurut Kepegawaian
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS) 40
b. Pegwai Kontara 25
2 Menurut Tingkat Pendidikan :
a. Pasca Sarjana ( Strata 2) 11
b. Sarjana ( Strata 1) 17
c¢. Sarjana Muda ( Diploma 3) 2
d. SMA dan yang sederajat 10
3 Menurut Pangkat/ Golongan :
a. Golongan 1V: 6
b. Golongan Ill 28
c. Golongan Il 6
4 Menurut Tempat/ Lokasi Kerja :
a. Di Kantor Dinas Pendapatan 51
b. Pos pemungutan pajak daerah 14

Suumber: Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintaan Dinas Pendapatan Kab Blitar 2014

b. Sarana dan prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan Kabupaten
Blitar untuk dapat meningkatan hasil yang maksimal dirasakan masih
kurang mencukupi jika di bandingkan dengan volume kegiatan yang ada.
Sarana dan prasarana yang masih di rasa kurang sebagai beriku: sarana
transportasi (kendaraan roda 2 dan roda 4), sarana gedung/ruang (gedung

utama 2 lantai dengan luas masing-masing + 2002, dan gudang), sarana
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computer serta software dan perangkatnya yang ada saat masih dalam
tahap penyempurnaan baik jumlah maupun spesifikasinya dengan tujuan
untukmenunjang proses pengelolaan data obyek pajak dan pelayanan
yang membutuhkan kecepatandan ketepatan, sarana listrik juga masih
perlu ditunjang dengan sumber energy pendampingan yaitu genset
sebagai cadangan apabila ada pemadaman listrik dari PLN dan lain
sebagainya.
Tabel 4.2

Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

No. Nama Barang Jumlah (Unit)
1 Mobil 7
a. * Mobil Kepala Dinas 1
b. * Mobil operasional 5
c. * Mobil pick up 1
2 Sepeda motor 12
3 Komputer PC 25
4 Printer high speed 3
5 Plotter 1
6 Perforasi karcis 3
7 GPS Geodetik 1
8 Server aplikasi SIP PBB P2 3
9 UPS 16 KVA 1
10 Laptop 10
11 Total Station/Theodolite 1
12 Generator Set Diesel 25 KVA 1

Suumber: Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintaan Dinas Pendapatan Kab Blitar 2014

2. Kondisi yang diinginkan
Untuk mendukung terlaksananya proses kegiatan di Dinas Pendapatan
Kabupaten Blitar diperlukan beberapa faktor, diantaranya adalah :
a. Terwujudnya gedung Dinas Pendapatan yang representatif.
b. Sarana teknologi yang memedai.
c. Kendaraan Operasional

d. Pegawai
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e. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas
f.  Pendidikan dan Pelatihan.
4.1.2 Kedudukan Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar
Sesuai dengan LAKIP yang di dapatakan peneliti, beikut merupakan
penjabaran mengenai Kedudukan Tugas dan Fungsi dari Dinas Pendapatan
Kabupaten Blitar sebagai berikut:
Mengacu pada Peraturan Bupati Blitrar Nomor 8 Tahun 2013 tentang
penjabaran Tugas adan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar disebutkan

(13

bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar mempunyai tugas “ melaksanakan
urusan Pemberitahuan Daerah dibidang Pendapatan berdasarkan Asas Otonomi
Tugas Pembantuan”.
Untuk melaksanakan tugas seperti yang di maksud, Dinas Pendapatan
Kabupaten Blitar mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan.
3. Pembinaan dan melaksanaan tugas bidang pendapatan.
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.
Perencanaan Strategik merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju
tujuan yang ingin dicapai. Dalam Perencanaan Strategik harus memperhatikan

Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal

(Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik mengandung visi,
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misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi
perkembangan masa depan.
1. Visi

Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar merumuskan Visi dan Misi sebagai satu
kesatuan  dengan  rangkaian  kebijakan  dibidang  pengelolaan
keuangan/anggaran yang meliputi pendapatan daerah. Visi dan Misi tersebut
diharapkan mampu berperan dalam menentukan dinamika lingkungan
straregis, sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat
bergerak kearah yang lebih baik.
Visi yang dimaksudkan adalah cara pandang jauh ke depan yang
didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu
organisasi akan diarahkan. Sehingga dengan visi yang tepat Dinas
Pendapatan akan menjadi akselerator bagi pelaksanaan tugas pemerintahan
dan pembangunan dibidang peningkatan pengelolaan keuangan daerah serta
pelaksanaan fungsi penyusunan Kkebijakan dan penyusunan program,
koordinasi, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi hasil pengelolaan keuangan
daerah.
Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka Dinas
Pendapatan Kabupaten Blitar merumuskan visinya sebagai berikut
“Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar dalam

rangka menunjang pembiayaan pembangunan daerah yang lebih mandiri <
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2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah

ditetapkan. Dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi

pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat

menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Memperhatikanmasukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan

dan menilai lingkungan strategis yang berpengaruh serta menyelaraskan

dengan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya organisasi yang

dimiliki, maka Dinas Pendapatan kabupaten Blitar merumuskan pernyataan

misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kinerja/profesionalisme aparat pengelola pendapatan
daerah.

b. Meningkatakan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

c. Memantapkan data potensi subyek dan obyek pajak serta sumber-sumber
pendapatan daerah lainnya.

d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan peran serta masyarakat.

e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui
penyempurnaan peraturan daerah.

f. Meningkatkan  pendapatan daerah  melalui Intensifikasi  dan

Ekstensifikasi.
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4.1.4 Struktur Organisasi, Tugas danFungsi Dipenda Kabupaten Blitar
Struktur Organisasi,Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar
sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di
sebut dengan LAKIP sebagai berikut:
1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.
a. Kepala Dinas;
Tugas pokok Kepala Dinas Pendapatan adalah memimpin, membina,
mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan
kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepela Dinas Pendapatan
mempunyai fingsi:
1. Pelaksanaan urusan Kketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan dinas;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan
daerah;
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
4. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksana tugas di bidang pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
b. Bidang Pendataan dan Penetapan;
c. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
d. Bidang Penagihan dan Keberatan;

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
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f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekertariat

Sekertatiat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekertaris dan Kepala

Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pendapatan. Sekertariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Penyusutan Program

b. Sub Bangian Umum

c. Sub Bagian Keuangan

Sekertariat mempunyai  tugas  menyelenggarakan  administrasi

ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah

tangga Dinas, penyusunan program dan perencanaan Dinas serta pembinaan

hukum, organisasi dan tatalaksana Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipa, rumah
tangga dan keprotokolan Dinas;

b. Penyusunan program dan perencanaan Dinas;

c. Penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Dinas;

d. Pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan;

e. Pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyeusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas Dinas;
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g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan.
Bidang Pendataan dan penetapan terdiri dari:

a. Seksi Pendataan dan Penilaian

b. Seksi Penetapan dan Pelayanan

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan
melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan
penilaian, penetapan dan pelayanan dan pengolahan data dan informasi.

a. Perumusan kebijakan teknis pendataan penetapan Pajak Daerah dan
Pendapatan Daerah lainnya;

b. Pelaksanaan pendaftaran pendataan Wajib Pajak, menghimpundan
mengolah data obyek dan subyek pajak serta penilaian lokasi/lapangan;

c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;

d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah
lainnya;

e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat
perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan
penetapan;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:

a. Seksi Pembukuan Penerimaan
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b. Seksi Pembukuan Benda Berharga

c. Seksi Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan danpedoman teknis dibidang pembukuan

penerimaan, pembukuan benda berharga, evaluasi dan pelaporan. Dalam

melaksanakan tugasnya, bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan pendapatan
daerah lainnya kedalam jenis pajak serta DHKP PBB;

c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;

d. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

a. Seksi Pengendalian

b. Seksi Intesifikasi dan Ekstensifikasi

c. Seksi Evaluasi

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan,

keberatan, dan pengurangan serta pemeriksaan.Dalam melaksanakan

tugasnya bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :
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a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan
keberatan;

b. Pelaksanaan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;

c. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas
pengurangan sanksi admnistrasi sesuai dengan batas kewenangannya;

d. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka
melaksakan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:

a. Seksi Pengendalian

b. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

c. Seksi Evaluasi.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang perencanaan,

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan
evaluasi;Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengendalian dan evaluasi
mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pendapatan daerah;

b. Perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
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Pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan Lain-lain;
Pelaksana koordinasi teknis terhadap UPTD;

Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak
dari pemerintah pusat dan propinsi;

Perumusan rancangan peraturan daerah dan Keputusan Bupati tentang
pajak daerah;

Pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.
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4.1.5 Ruang Lingkup Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.
Sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun
2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar
disebutkan, bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan berdasarkan
Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan “ Untuk melaksanakan tugas dimaksud,
Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan.
4.1.6 Lokasi dan Wilayah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan (PBB P2) Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.
Blitar merupakan daerah yang terletak di lereng Gunung Kelud, Jawa
Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi Pajak Bumi dan
Bangunan yang cukup menjanjikan. Kabupaten Bilitar merupakan daerah yang
memiliki potensi alam dan juga wilayah yang cukup luas. Wilayah yang tergolong
daerah subur ini memiliki potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
harus di kelola secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
pembangunan di Kabupaten Blitar.
Kabupaten yang meliliki 22 Kecamatan dan 220 Desa ini memiliki
wilayah yang berbeda-beda karternya di setiap kecamatan. Sebagian wilayah

tergolong dataran tinggi atau terletak di wilayah pegununagan, dan dataran rendah
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seperti tepian pantai. Dilihat dariletak wilayahnya Kabupaten Blitar memiliki sek
wilayah yang cukup luas sekitar 1.628,80 km2.

Berdasarkan potensi-potensi yang di miliki oleh Kabupaten Blitar inilah
peneliti mengambil 6 desa dari 6 Kecamatan yang berbeda pula. Karena dari ke 6
desa dengan Kecamatan yang berbeda-beda tersebut dapat mewakili seluruh
wilayah Kabupaten Blitar yang memiliki karakteristik dan geografis yang
berbeda-beda di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Blitar.

Metode Snow BallRandom Sampling (mengacak) di gunakan peneliti
dalam mentukan lokasi-lokasi yang akan di jadikan objek penelitian. Langkah-
langkah yang di ambil dalam mentukan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Memilih secara acak 6 kecamatan yang akan di jadikan objek penelitian.
2. Memilih secara acak 1 desa yang ada di 6 kecamatan tersebut.
3. Peneliti melakukan observasi langsung kelapangan guna memperoleh data
4.2 Penyajian Data
4.2.1 Acuan Dasar Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.

Tanggal 15 September 2009 telah di sahkan Undang-undang Nomor 28
tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nmor 18 Tahun 1997 dan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah secara efektif pada taggal 1 Januari 2010. Latar Belakang dari Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah uantuk memberikan kewenangan lebih
kepada darerah dalam mengatur Pajak Daerah dan retribusi Daerah, meningkatkan

akuntabilitas daerah dalam menyediakan layanan dan pemerintahan, memperkuat
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otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia
usaha.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan tanda pengalihan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PajAk Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Secara
administrasu PBB P2 yang pada awalnya dilakukan oleh pemerintah pusat
sedangkan penerimaanya di bangikan pada setiap daerah dengan proporsi tertentu.
Namuan dangan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari
2014 seluruh proses pengelolaan PBB P2 dilakukan oleh Pemda masing-masin di
daerah.

Mengacu pada peraturan Pemerinta pusat mengenai regulasi PBB P2 yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kewenangan
daerah untuk mengelola BPHTB dan PBB P2 secara mandiri di masing-masing
daerahuntuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan memperkuat otonomi
daerah. Hal ini dikuatkan dengan di keluarkan peraturan bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor !0
tahun 2014. Peraturan ini merupakan hasil dari pembaruan peraturan sebelumnya
yaitu Peraturan Bersama Menteri Keuagan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010, dikarenakan impelmentasi
penggalihan PBB P2 tersebut masih menghadapi masalah antara lain data piutang,
pelayanan PBB P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme restitusi PBB P2

yang pajaknya dibayar ketikan di kelola oleh pemerintah Pusat namuan keputusan
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ini mengadili setelah terjadi PBB P2 di kelole oleh daerah. Mkan pembaruan yang
di keluarkan secara bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri ini diharapkan dapat membantu lencarnay PBB P2 di masing-masing
derah.

Berdasarkan Undang-Undang dan Keputusan Meteri maka Kabupaten
blitar terhitung sejak 1 Januari 2014 memberlakukan PBB P2 secara resemi dan
sebagai penguat serta acuan dasar dalam melaksanakan pemungutan PBB P2
maka PERBUB Nomor 54 Tahun 2013 di buat sebagai pedoman. Dinas
Pendapatan kabupaten Blitar sebagai pelaksana teknis dan penanggung jawab
pelaksanaan Pemungutan PBB P2 dengan dunkungan dan juga acuan dasar
PERBUB Nomor 54 Tahun 2013 sebagaimana memuat tentang regulasi dan
aturan-aturan pokok pelaksanann pemungutan PBB P2 Seperti yang telah di
tetapkan oleh Bupati Blitar.

Menggunakan landasan dasar seperti yang di sebut diatas Dinas
Pendapatan Kabupaten Bliatar mulai melakuakan tugas dan wewangnya
denganmenggunakan pedoman seperti yang tertuang dalam PERBUB Nomor 54
Tahun 2013 sesuai dengan tuugas dan kewenangan yang tercantum di dalamya
secara optimal.

4.2.2 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.
Sesuai dengan isiyang tertuang dalam PERBUB Nomor 54 Tahun 2013

dan Standard Operating Procedure selanjutnya di sebut dengan SOP yang telah
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Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP (dua lembar) serta tanda terima
pengembalian SPOP (dua lembar) kemudian fungsi layanan akan
menyediakan dokumen-dokumen tersebut ditempet pengambilan yang
telah di tentukan; fungsi pelayanan itu sendiri, bank, kantor POS yang
telah ditunjuk.

. Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan tempat yang
telah  ditentukanuntuk mengambil SPOP, wajib pajak harus
menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP. Lembar
prtama akan disimpan wajib pajak dan lembar kedua disimpan dalam
arsip fungsi pelayanan.

. Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi pelayanan
memberikan kanta terima pengenmbalianSPOP untuk ditandatangani
wajib pajak. Lembar yang pertama akan diberikan kepada wajib pajak
dan lembar kedua akan disimpan oleh fungsi pelayanan.

. Fungsi pelayanan menyampaikan daftar penyimpanan dan pengembalian
SPOP oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain
itu pengembalian SPOP oleh wajib pajak akan terpantau oleh daftar ini.
Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP vyang telah diisi ke fungsi
pendataan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi pendataan akan
melakukan penelitian dan merevisi SPOP, jika tidak bermasalah maka
SPOP tersebut disimpan kedalam arsis dan basis data SPOP. Yang

bermasalah juga akan di simpan namun setelah revisi.
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2. Prosedur Pendataan Objek PBB P2
Prosedur pendataan Objek Pajak mengumpulkan data Objek Pajak secara
langsung kelapangan sebagai persiapan, pekerjaan lapangan, hingga
mendokumentasikan data-data tersebut bersamaan dengan fungsi
pengolahan data, seperti berikut:

Gambar 4.3

Flowchart Alur Pendataan Objek Pajak

oz
-
e

Sumber: Olahan dari SOP PBB P2
a. Fungsi pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun

kelapangandan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara
langsung. Data dan iformasi yang diperoleh dan penelian pendahuluan

terdiri dari luas wilayah, perkiraanluas tanah yang dapat dikenakan
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PBB, luas tanan dan bangunan yang sudah di kenakan PBB, jumlah
penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar.

b. Fungsi pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan
informasi  tersebut. Rencana kerja digunakan untuk menyusun
organisasi pelaksanaan pengumpulan data objek pajak di lapangan.
Kemudian fungsi pendataan akan menyediakan sket, peta desa dan
sarana pendukung.

c. Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data
objek pajak dengan menggunakan 4 alternatif untuk memperoleh data
wajib pajak, yaitu:

1. Menyampaikan dan memantau pengambilan SPOP
2. Mengukur bidang objek pajak

3. Mengidentifikasi objek pajak

4. Memferifikasi objek pajak.

d. Fungsi pendataan memberi kode Zona Nilai Tanah(ZNT) berdasarkan
SPOP yang telah diisi. kemudian SPOP yang telah memeiliki kode ZNT
akan di teliti dan di Arsipkan.

e. Berdasarkan data pasar, Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB),
peta blok, SPOP, serta net konsep sket atau peta ZNT fungsi pendataan
akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkan ke fungsi
pengolahan data.

f.  Fungsi pengolahan data menyimpan data-data ini ke dalam basis data

mereka lalu mengembalikan dokumen-dokumen aslinay ke fungsi
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pendataan. kemudian fungsi pendataan menyimpan dokumen-dokumen
ini ke dalam arsip yang sesuai.
3. Prosedur Penilaian Objek PBB P2
Prosedur penilaian berfungsi untuk menilai objek pajak berupa tanah
maupun bangunan yang di miliki oleh Wajib Pajak. Dengan proses sebagai
berikut:

Gambar 4.4

Flowchart Alur Penilaian Objek Pajak

Sumber: Olahan dari SOP PBB P2

a. Fungsipenilaianmempersiapkan dokumen dokumen yang diperlukan
untuk menilai tanah secaramassal. Dokumen dokumen ini terdiri dari

petawilayah, petadesa/ Kelurahan. Petablok, peta ZNT, ZNT lama, data
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nilai indikasi rata-rata (NIR), data dari laporan notaris/PPAT, data
potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah.

b. Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk
menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan digunakan
fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar tanah permeter persegi.

c. Fungsi penilaian membuat batas imanijer zonanilai tanah (ZNT) untuk
membuat batas imajine zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat konsep
peta ZNT dengan batas imanijer Konseppetaini akan digunakan untuk
menganalisis data penentuan NIR.

d. Fungsi penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan untuk
menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar NJOP bumi
merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai
salahsatu komponen dalam menghitung PBB terhutang.

4. Prosedur Penilaian Masal Bangunan Objek PBB P2

Fungsi dari penilaian standar ini ialah membuat volume jenis serta data

satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya

bangunan. Berikut adalah prosedurnya:
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Gambar 4.5

Flowchart Alur Penilaian Masal Bangunan Objek Pajak

k_
>

Sumber: Olahan dari SOP PBB P2
a. Fungsi penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data harga satuan

pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya bangunan.

b. Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian
menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatkan
DBKB objek pajak standar.

c. Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP bangunan
standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan

sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.
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5. Flowchart Penilaian Masal Bangunan Degan DBKB Objek Pajak Non
Standar.
Penilaian objek pajak ini bertujauan menyusun daftar komponenen
bangunan untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai
komponen material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan,
denga prosedur sebagaimana berikut:

Gambar 4.6
Flowchart Alur Penilaian Masal Dengan Bangunan Objek Pajak Non

Standar

Sumber: Olahan dari SOP PBB P2

a. Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk

menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material
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bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan.

b. Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar nilai
komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas
bangunan tersebut, fungsi penilaian membuat DBKB objek pajak
nonstandar.

c. Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan nonstandar. NJOP
bangunan nonstandar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan
digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB
terutang.

6. Flowhart Penilaian Dengan Pendekatan Biaya.
Bertujauan untuk melakukan penilaian berdasarkan SPOP LKOK objek

pajak terkait. Dengan prosedur sebagai berikut ini:



Gambar 4.7
Flowchart Alur Penilaian Dengan Pendekatan Biaya

Tidak sesuai

Sumber: Olahan dari SOP PBB P2

63
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a. Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK
objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan
pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. Sementara itu, untuk
bangunan, fungsi penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru
bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan.

b. Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan.
NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran daritahap ini.
NJOP ini akan digunakan sebagai salahsatu komponen dalam
menghitung PBB terutang.

7. Flowchart Pembayaran PBB.
Prosedur ini menjabarkan tentang alternatif pembayaran PBB yang dapat di
pilih oleh Wajib Pajak, yaitu melalui petugas pemungut, tempat pembayaran
seberti yang ditunjuk seperti bank dan atau kantor poe tertentu ataupun

melalui tempat pembayaran elektronik, berikut adalah alurnya:
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Gambar 4.8
Flowchart Alur Pembayaran

Y

Y

Sumber: Olahan dari SOP PBB P2

a. Pembayaran PBB P2 Kepada Pemungut.
b. Pembayaran PBB P2 ke Tempat pembayaran yang Ditunjuk
c. Pembayaran PBB P2 ke Pembayaran Elektronik (TPE)
8. Flowchart Prosedur Penagihan
Prosedur penegihan ini dilakukan apabila Wajib Pajak terlambat membayar
PBB dan atau membayar dengan jumlah yang kurang. Prosedur penegihan

ini di gambarkan sebagai berikut:
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Gambar 4.9

Flowchart Alur Penagihan

Membayar

Tidak membayar—————

»
»

a. Fungsi penagihan meminta daftar tunggakan PBB kepada fungsi

Sumber: Olahan dari SOP PBB P2

pengolahan data. Lalu daftar ini akan di teliti sebagai acuan penertiban

suear tagihan pajak/STP (dua lembar).

=

Fungsi penagihan menyimpan kedua STP kedalam arsip dan

menyerahkan lembar pertama kepada wajib pajak
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c. Wajib pajak penerima STP akan melakukan penyetoran PBB sesuan cara
pembayaran yang dipilihnya. Penyetor PBB ini akan secara otomatis
akan memperbarui daftar tunggakan PBB yang dimiliki oleh fungsi
pengolahan data. Namun, jika wajib pajak tidak membayar, fungsi
penagihanakan menerbitkan surat teguran.

4.2.3 Data Target dan Realisasi Pemungutan PBB P2 Kabupaten Blitar.

Secara keseluruhan mencakup 22 Kecamata dan 248 desa dan kelurahan
terget gan realisasi untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) bahwa pendapatan
yang di peroleh pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Blitar
selam 5 tahun terahir sebagai berikut:

1. Data Targat dan Realisasi PBB P2 Kabupaten Blitar.
Tabel 4.3
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Kabupaten Blitar

No. Tahun Target Ralisasi
1 2010 15.472.061.720 16.082.570.682
2 2011 15.735.170.782 16.727.911.752
3 2012 11.590.155.781 17.281.748.459
4 2013 18.587.375.000 18.360.470.255
5 2014 19.000.000.000 20.350.877.530

Sumber: Data Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar
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Data Targat dan Realisasi PBB P2 Pada Beberapa Desa yang menjadi

Objek Penelitian Di Kabupaten Blitar.
Tabel 4.4
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Krenceng Kec. Nglegok

No. Tahun Target Ralisasi
1 2010 60. 428.126 60.351.650
2 2011 60.721.879 60.700.000
3 2012 65.814.927 65.156.800
4 2013 65.907.179 64.589.260
) 2014 65.911.078 65.911.078

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Tabel 4.5
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Sidodadi Kec. Garum

No. Tahun Target Ralisasi
1 2010 95.446.195 95.325.450
2 2011 95.889.401 94.593.443
3 2012 95.169.452 95.009.500
4 2013 98.585.945 98.420.175
5 2014 98.911.892 98.911.892

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Tabel 4.6

Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Sumberingin Kec. Sanankulon

No. Tahun Target Ralisasi
1 2010 162.350,786 158.752.489
2 2011 163.550.752 161.457.544
3 2012 163.754.388 163.754.388
4 2013 169.330.298 167.889.425
5 2014 169.456.664 168.789.670

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran



Tabel 4.7
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Lorejo Kec. Bakung

No. Tahun Target Ralisasi
1 2010 85.987.556 85.425.413
2 2011 87.635.491 85.090.568
3 2012 87.773.783 86.995.289
4 2013 89.552.420 89.501.670
5 2014 89.785.230 89.485.563

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Tabel 4.8
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Wonotirto Kec. Bakung

No. Tahun Target Ralisasi
1 2010 94.789.247 94.789.247
2 2011 96.408.779 95.268.403
3 2012 96.889.544 96.889.544
4 2013 99.011.673 98.226.751
5 2014 99.340.595 99.231.925

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Tabel 4.9
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Ngaringan Kec. Gandusari

No. Tahun Target Ralisasi
1 2010 99.081.972 98.960.778
2 2011 99.442.573 97.442.460
3 2012 99.854.407 99.218.215
4 2013 102.418.249 102.018.316
5 2014 102.890.451 102.890.451

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran
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4.3 Analisis Data Hasil Penelitian.
4.3.1 Analisis Struktur Organisasi dan Job Description.

Struktur organisasi yang terdapat dalam Dinas Pendapatan Kabupaten
Blitar sudah efektif, karena dimasing masing bagian sudah dapat berjalan dengan
maksimal dan dengan terus melakukan evaluasi kinerja dapat meningkatkan
kapabilitas kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Struktur yang berkaitan dengan Pemungutan PBB P2 juga sudah berjalan
sebagaimana mestinya, sesuai dengan penjabaran tugas dan wewenang di masing
masing bagian. Dalam pembagian tugas yang telah disajikan dalam struktur
organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar tugas dan fungsi sesuai porsi dari
masing-masing bagian, yaitu:

1. Bidang Pendataan dan penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan dan

penilaian, penetapan dan pelayanan dan pengolahan data dan informasi.

a. Perumusan kebijakan teknis pendataan penetapan Pajak Daerah dan
Pendapatan Daerah lainnya;

b. Pelaksanaan pendaftaran pendataan Wajib Pajak, menghimpundan
mengolah data obyek dan subyek pajak serta penilaian lokasi/lapangan;

c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;

d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah

lainnya;
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e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat
perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Berdasarkan Tugas dan fungsinya bidang Pendataan dan Penetapan sudah

berjalan namun dalam aplikasinya perlu peningkatan dan juga evaluasi lebih

lanjut agar bagian ini berjalan dengan lancar dan terus dapat maksimal

dalam menjalankan tugasnya.

2. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pembukuan

penerimaan, pembukuan benda berharga, evaluasi dan pelaporan. Dalam

melaksanakan tugasnya, bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah
lainnya kedalam jenis pajak serta DHKP PBB,;

c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;

d. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Penagihan dan Keberatan.
Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan,
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keberatan, dan pengurangan serta pemeriksaan.Dalam melaksanakan

tugasnya bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan
keberatan;

b. Pelaksanaan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;

c. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas
pengurangan sanksi admnistrasi sesuai dengan batas kewenangannya;

d. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka
melaksakan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seperti halnya yang tertera dalam struktur organisasi danjuga pembagian

tugas yang sesuai dengan kewenangan dan juga porsi di masing-masing

bidang. Bidang Penagihan dan Keberatan memiliki tugas yang cukup vital

di dalam Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar karena bagian ini menangani

masalah-masalah yang timbul di daam pemungutan PBB P2 dan selam ini

sudah berjalan dengfan baik, namun perlu pengawasan dan juga evaluasi
rutin gunan meningkatlan kierjanya.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang perencanaan,

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan



73

evaluasi;Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengendalian dan evaluasi

mempunyai fungsi :

a.

g.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pendapatan daerah;

Perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;

Pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan Lain-lain;
Pelaksana koordinasi teknis terhadap UPTD;

Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak
dari pemerintah pusat dan propinsi;

Perumusan rancangan peraturan daerah dan Keputusan Bupati tentang
pajak daerah;

Pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pengendalian dan Evaluasi memegang peranan yang amat penting dalam

sebuah organisasi. Dalam bidang Pengendalian dan Evaluasi dengan uraian

pembagian kerja yang tealah di tetapkan memegang tanggung jawab yang

sangat besar gunan mengontrol jalanya suatu organisasi supaya arah dan

tujuannya dapat tercapai dan tanpa adanay pelanggaran ataupun kesalahan

prosedur baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Namun

demikian bagian Pengendalian dan Evalisai pada Dinas Pendapatan

Kabupaten Blitar sudah Berjalan sebagaimana mestinya. Namun masih

perlu peningkatan untuk mempertahankan kinerja dan mengembangkanya

agar lebih baik lagi.
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4.3.2 Anaisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil penelitian sistem Pemungutan PBB P2 di kabupaten
blitar merupakan sistem yang mengutamakan Official Assessment System.Sistem
pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Diama wewenang
untuk menentukan besarnya pajak terutangada pada Fiskus, wajib Pajak bersifat
pasif, utang Pajak timbul setelah dikeluarkanya Surat Ketetapan Pajak oleh
Fiskus. Dalam hal ini Objek Pajak, Subjek Pajak dan Tarif pajak suda di atur
dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan
mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan
Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan demikian Pemungutan PBB P22 merupakan Pajak daerah yang

bersifat mengikat, namun Wjib Pajak juga dapat melakukan pengajuan keberatan
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pajak terhutang ketika objek pajak tidak sesuai dengan kondisi yang ada di

lapangan.

4.3.3 Analisis Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber yang ada
maka dapat di paparkan data efektifitas pemungutan PBB P2 di Kabupaten Blitar
beserta data 6 desa dari kecamatan yang berbeda sebagi sampel pemungutan pajak
di lapangan, berikut adalah hasil analisisnya:

1. Analisis Efektifitas Pemungutan PBB P2 Kabupaten Blitar.
Tabel 4.10
Tingkat Efektifitas Mulai Tahun 2010-2014

Kabupaten Blitar

No. | Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase(%) Keterangan
1 2010 | 15.472.061.720 | 16.082.570.682 103,9 Sangat Efektife
2 2011 | 15.735.170.782 16.727.911.752 106,3 Sangat Efektife
3 2012 | 11.590.115.781 17.281.784.459 149,1 Sangat Efektife
4 2013 | 18.587.375.000 | 18.360.470.255 98,7 Efektife
5 2014 | 19.000.000.000 | 20.350.887.530 107,1 Sangat Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:

Efektifitas PBB =

16.082.570.628

15.427.061.720

X 100% = 103,9 %

Mengamati dari data yang tersaji diatas maka dapat di simpilkan bawah
tahun 2010 sistem pemungutan pajak yang di lakukan berjalan SANGAT
EFEKTIF karenan menyentuh angkam 103,9%. Sepertihalnya tahun 2011 dan

2012 juga mendapatkan predokat SANGAT EFEKTIF dengan perolehan 106,2%
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dan 149,1% di masing-masing tahunya. Walaupun mengalam penurunuruan
dalam segi kriteria efektifitas namun pada tahun 2013 masihmendapat perdikat
EFEKTIF. Dan pada tahun 2014 tergolong SANGAT EFEKTIF karena kembali
menembus angka 107,1% dalam pencapaian realisasi emungutan PBB P2. dari
data realisasi tersebut dapat di gambarkan dengan grafik sebagai berikut:
Gambar 4.10
Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014
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2. Analisis Efektifitas Pemungutan PBB P2 Pada Beberapa Desa Yang
menjadi Objek Penelitian Di Kabupaten Blitar.
Tabel 4.11
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Krenceng Kec. Nglegok

No. | Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase(%) Keterangan
1 2010 60. 428.126 60.351.650 99,8 Efektife
2 2011 60.721.879 60.700.000 99,9 Efektife
3 2012 65.814.927 65.156.800 99 Efektife
4 2013 65.907.179 64.589.260 98 Efektife
5 2014 65.911.078 65.911.078 100 Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:

60.315.650

Efektifitas PBB = X 100% = 99,8 %
60.428.126

Mengamati hasil dari data diatas dapat dinilai bahwa pemungutan PBB P2
yang dilakukan oleh Desa Krenceng Kecamatan nglegok berjalan EFEKTIF
karenan disetiap tahun realisasidari pemungutan pajaknya didak kurang dari
angka 98% dan pada tahun 2014 menembus angka 100%. sedangkan di tahun-
tahun sebelumnya mendapatkan prosentase sebagai berikut pada tahun 2013
sebesar 98%, tahun 2012 sebesar 99%, tahun 2011 sebesar 99,9% dan tahun 2010
sebesar 99,8%. Dari data tersebut dapat digambarkan dengan grafik sebagai

berikut:



Gambar 4.11
Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014
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Tabel 4.12
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014
Desa Sidodadi Kec. Garum
No. | Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase(%) Keterangan
1 2010 95.446.195 95.325.450 99,8 Efektife
2 2011 95.889.401 94.593.443 98,6 Efektife
3 2012 95.169.452 95.009.500 99,8 Efektife
4 2013 98.585.945 98.420.175 99,8 Efektife
5 2014 98.911.892 98.911.892 100 Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:
95.325.450

Efektifitas PBB =

95.466.195

X 100% = 99,8 %
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Mengacu pada tabel diatas bahwasanya pemungutan PBB P2 di desa

Sidodadi Kecamatan Garum berjalan denagn EFEKTIF menigkatt di setiap masa

pemungutan pajak walaupun pada tahun 2011 sempat turun di angka 98,6%

namun di tahun 2010, 2012, 2013 dengan perolehan 99, 8% dan 100% di tahun

2014. Berikit adalah gambaran dalam bentuk grafik dari data di atas:

Gambar 4.12
Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014
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Tabel 4.13
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014
Desa Sumberingin Kec. Sanankulon
No. | Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase(%) Keterangan
1 2010 162.350,786 158.752.489 97,7 Efektife
2 2011 163.550.752 161.457.544 98,7 Efektife
3 2012 163.754.388 163.754.388 100 Efektife
4 2013 169.330.298 167.889.425 99,1 Efektife
5 2014 169.456.664 168.789.670 99,6 Efektife
Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran
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Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:
158.752.489

Efektifitas PBB =

X 100% = 97,7 %
162.350.786

Gambaran yang dapat dicermati untuk melihat preses pemungutan PBB P2
di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon dinilai berjalan EFEKTIF dengan
terpenuhinya prosentase sebagai berikut di setiap tahunya 97,7% tahun 2010,
98,7% tahun 2011, 100% tahun 2012, 99,1% tahun 2013 dan 99,6% pada tahun
2014. Grafik peningkatan tingkat efektifitas dapat kita lihat sebagai berikut:

Gambar 4.13
Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014
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Tabel 4.14
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014

Desa Lorejo Kec. Bakung

No. | Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase(%) Keterangan
1 2010 85.987.556 85.425.413 99,3 Efektife
2 2011 87.635.491 85.090.568 97 Efektife
3 2012 87.773.783 86.995.289 99 Efektife
4 2013 89.552.420 89.501.670 99,9 Efektife
5 2014 89.785.230 89.785.230 100 Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:

85.987.556

Efektifitas PBB = X 100% = 99,3 %
85.425.413
Desa yang mayoritas wilayahnya berada di bagian selatan Kabupaten
Blitar yang mempunyai wilayah di manfaatkan sebagai ladang pertanian tebu ini
tergolong EFEKTIF dalam pemungutan PBB P2 terbukti dalam 5 tahun terahir
pemungutan PBB P2 tahun 2010 sebesar 99,3%, 2011 sebesar 97%, 2012 sebesar

99%, 2013 sebesar 99,9% dan 2014 mencapai 100%. Berikut grafiknya:



Gambar 4.14
Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014

Desa Lorejo Kec. Bakung

100.5
100 —
99.5 - —
99 __—— I
98.5 = ——
98 +— ="
97.5 4— - "%
97 =
96.5 =
= —
95.5 . T =
2010 2011 2012 2013 2014
Tahun
Tabel 4.15
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014
Desa Wonotirto Kec. Wonotirto
No. | Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase(%) Keterangan
1 2010 94.789.247 94.789.247 100 Efektife
2 2011 96.408.779 95.268.403 99,8 Efektife
3 2012 96.889.544 96.889.544 100 Efektife
4 2013 99.011.673 98.226.751 99,2 Efektife
5 2014 99.340.595 99.231.925 99,8 Efektife
Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:

Efektifitas PBB =

94.789.247

94.789.247

X 100% = 100 %
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Desa yang terletak di dekat pantai selatan ini tergolong cukup tinggi
tingkat kepatuhan wajib pajaknya, karena predikat EFEKTIF dalam pemungutan
PBB P2 di desa tersebut selalu mendekati sempurnadengan uraian 100% di tahun
2010, 99,8% pada 2011, 100% di tahun 2012, 99,2% tahun 2013 dan 99,8% di
tahun 2014. engan grafik sebagai berikut:

Gambar 4.15
Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014
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Tabel 4.16
Data Target dan Realisasi PBB P2 Tahun 2010-2014
Desa Ngaringan Kec. Gandusari
No. | Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase(%) Keterangan
1 2010 99.081.972 98.960.778 99,8 Efektife
2 2011 99.442.573 97.442.460 97,9 Efektife
3 2012 99.854.407 99.218.215 99,3 Efektife
4 2013 102.418.249 102.018.316 99,6 Efektife
5 2014 102.890.451 102.890.451 100 Efektife

Sumber: Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran

Berikut adalah ilustrasi penghitungan untuk menilai efektifitas:
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98.960.778

Efektifitas PBB =

X 100% = 99,8 %
99.081.972
Desa ngaringan dengan perolehan pemungutan PBB P2 di tahun 2010
sebesar 99,8%, 2011 sebesar 97,8%, 2012 sebesar 99,3% 2013 sebesar 99,6% dan
100% pada 2014 tergolong desa yang EFEKTIF dalam pelaksanaan pemungutan
PBB P2. Dengan grafik sebagai berikut:
Gambar 4.16
Grafik Pemungutan PBB Tahun 2010-2014
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4.3.4 Analisis Hambatan Dalam PemungutanPemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blitar.
Analisis hambatan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk
mengetahun permasalahan yang menyebabkan dapat terhambatnya Pemungutan
Pajak Bumi dan Banguan di Kabupaten Blitar. Dalam kegiatan menganlisis

hambatan tersebut peneliti membutuhkan sumber-sumber informasi yang akan di
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gunakan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan
pemungutan Pajak Bumi dan Banguna yang di selanggrakan oleh Dinas
Pendapatan Kabupaten Blitar.

Pemungutan Pajak Bumu dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tidak
selalu mudah dalam pelaksanaanya. Beberapa hambatan yang sering di rasakan
dalam proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
yang di peroleh dari hasil wawancra dari beberapa narasumber denngan
pertanyaan sebagai berikut: “Hambatan atau kendala seperti apa yang sering
ditemui dalam proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Blitar......?".

Hasil dari wanwancara dengan Petugas Dinas pendapatan Kabupaten
Blitar Eko Sumardianto, SE. MM mengungkapkan bahwa “ .... Terdapat 2 macam
kendala dalam pemungutan PBB vyaitu kendala yang bersifat internal tentang
peralihan sistem harus di benahi dalam hal pelayanan dan efisiensi waktu
pemungutanya. Dan yang bersifat eksternal ialah tekhnis pelaksanaan
pemungutanya di lapangan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan......”.

Sebagai mana yang telah di ungkapkan oleh Petugas Dinas Pendapatan
diatas maka peneliti melanjutkan wawancara untuk mendapatkan data lebih lanjut
lagi dilapangan dengan mewawancarai petugas pemungut Pajak Bumi dan
Bangunan yang bertugas di desa-desa yang ada Kabupaten Blitar. Pada upaya

pengumpulan data didesa-desa peneliti menggunakan pertanyaan sebagai berikut:
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”Hambatan atau kendala seperti apa yang sering ditemui dalam proses
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa...?”.

Menurut pendapat Herman Afandi Kepala Urusan Keuangan desa
Krenceng Kecamatan Nglegok “....kurangnya kesadaran dalam membayar PBB,
wajib pajak berada di luar daerah, beralihnya kepemilikan objek pajak tana
melapor ke desa dan wajib pajak yang sulit di temui karena pekerjaanya....”.

Pada Desa Sidodadi, Kecamatan Garum KAUR KESRA mengatakan
“...sulitnya itu kalau wajib pajak bukan asli penduduk desa dan masih kurangnya
tingkat kesadaran wajib pajak untuk menbayar pajak...”.

Menurut Kepala Desa Sumberingin, Sanankulon “....Kesadaran wajib
pajak dalam membayar pajak masih lemah...”.

Pernyataan dari Kepala desa Lorejo, Bakung mengaktakan “....mayoritas
penduduk disini bekerja di ladang dan itu menyebabkan sulitnya di temui ketika
perangkat desa yang bertugas memungut pajak datang ke rumah-rumah wajib
pajak...”.

Muhadi Kepala Desa Wonotirto “....Kesadaran wajib pajak yang terkadang
menghambat jalanya proses pemungutan PBB, dan pekerjaan wajib pajak yang

2

terkadang menjadikan sulit untuk di temui....”.

(13

Menurut pendaat Agus Triyanto sebagai Kepaa Desa “....Tingkat taraf
ekonomi yan berbeda-beda diantara wajib pajak, kesadaran dan juga domisili
wajib pajak yg sering jadi hambatan.....”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa

narasumber, mengenai hambata-hambatan yang dialami dalam proses pemungutan
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PBB P2 mayoritas berasal dari kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,
domisili berada diluar daerah sehingga sulit di temui, pengalihan objek pajak
kepada wajib pajak lain tanpa pemberitahunan kepada pihak desa dan juga
pekerjaan wajib pajak yang menjadikan hambatan dalam proses pemungutan PBB
yng di lakukan oleh perangkat desa.
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.

Struktur organisasi dan job discription yang ada dalam badan Dinas
Pendapatan Kabupaten Blitar merupakan motor penggeraknya dari sistem
pemungutan pajak pada Kabupaten Blitar, dari hasil pemeparan data di atas maka
dapat di liaha bahawasanya struktur organisasi danjuga job discription yang ada
sudah berjalan sebagai mana mestinya. Namun proses Kontroling dan juga
Evalusai masih perlu di tingkatkan agar optimalisasi pelayanan yang ada di kanto
Dina spendapatan kabupaten Blitar dapat berjalan Efektif dan Kapabel dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan dasar hukum yang kuat dan juga komitmen yang tiggi dalam
menjalankan Sistem Pemungutan pajak maka proses pemungutan PBB P2 pada
Kabupaten Blitar dapat berjalan secara baik hingga saat ini. Namun Pelatihan,
sosoalisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan perlu di tingkatkan lagi supaya
tingkat kesadaran membayar PBB P2 masyarakat dapat meningkat dan pelayanan
pemungut pajak yang di desa dan di kantor dinas Pendapata Kabupaten Blitar
dapat berjalan dengan baik

Mengamati dari hasil data efektifitas yang di sajikan pada tabel di atas

maka dapat di simpulkan bahwa emungutan apajak bumi dan banguna do
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kabupaten Blitar sudah berjalan secar EFEKTIF di buktikan denga tabel-tabel
penghitiungan di bab sebelumnya. Meskipun pada tahun 2013 mengalami
penurunan Yyang cukup banya, namaun dari 5 tahun yang disajikan
penghitunganyan tahun 2010,2011,2012 dan 2014 memperoleh hasil yang sangan
memuaskan.

Preses pemungutan pajak yang berjalan di Kabupaten Blitar bukanya tidak
pernah mempunyai hambatan, justru dibalik sistem tersebut muncul bebebrapa
hambatan dalam menjalankan sistem pemungutan pajak. Hambatan yang muncul
seperti masalah sistem yang masih baru mengalami perpindahan, kesadaran wajib
pajak, tingkat ekonomi yang berbeda, masalah pelaporan objek pajak yang sudah
di pindah tangankan dan lain seabaginya. Dengan segala upaya yang dilakukan
oleh beberapa pihak yang bertanggung jawap sebagai pemungut pajak masalah-

samalah tersebut dapat sebagian teratasi.
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BAB V
Penutup
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan pada Dinan Pendapatan

Kabupaten Blitar yang telah disajikan dan dibahas dalam BAB IV dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan dari jalanya sistem pemungutan pajak daerah yang dijalankan
sistemnya oleh pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar tercermin dari
jalanya roda organisasi dinas Pendapatan dengan mengoptimalkan struktur
organisasi dan job discription supaya berjalan sebagai mana mestinya sesuai
tugas dan tanggung jawap yang telah dibebankan.

2. Peralihan kewenangan PBB P2 menjadi pajak daerah yang menjadi tanggung
jawap Dinas Pendapatan kabupaten Blitar memerlukan sistem pemungutan
yang harus tepap berjalan dan juga berbenah dalam melakukan tugas dan
wewenang Yyang menjadi tanggung jawap Dinas Pendapatan. Perbaikan
dimasing-masing bagian yang mendukung berjalanjya sistem pemungutan
PBB P2 masih terus dilakukan dan dijalankan dengan baik. Dinas Pendapatan
Kabupaten Blitar selain berperan sebagai lembaga yang berwenang dalam hal
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga harus berperan aktif dalam hal
pengawasan dan kontrol terhadp proses pemngutan yang berlangsung.
Dengan demikian pencapaian diatas target yang telah di tetapkan dapat
tercapai. Sistem yang terus berkembang dan pelimpahan Pajak Bumi dan

Banguan juga mempuyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan
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penerimaan Pajak Bumi dan Banguanan. Serta kemudahan dalam membayar
Pajak Bumi dan Banguanan juga mendukung peningkatan penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Besarnaya hasil yang di peroleh dari pemungutan Pajak Bumi dan Bnagunan
di Kabupaten Blitar sudah menunjukan tingkat efektifitas yang cukup tinggi
di lima tahun terahir hanya saja pada tahun 2013 yang sedikit mengalami
penurunan tingkat efektifitasnya. Berdasarkan desa-desa yang di jadikan
sampel penelitian memang menjukan beberapa tahun pendapatanya
mengalami di bawah hasil dari DHKP bamun secara komulatif seluruh
kabupaten cukup memuaskan dan memenuhi target, dan dapat di katakan
efisien. Keberhasilan dalam mencapai target pemungutan pajak di tentukan
oleh tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibanya untuk
membayar Pajak Bumi dan Banguna. Peranan perangakat desa dalam
melakukan proses pemungutan langsung dilapangan juga menjadi faktor
penentu dari tercapainya target pemungutan yang telah di tentukan.

Hambatan menjadi tantangan yang utama dalam hal pemungutan PBB P2
yang di lakukan oleh pemerinta daerah. Dengan munculnya hambatan seperti
sistem yang baru beralih, kesadaran masyarakat dan lain sebagainya maka
peningkatan kapabilitas pemungut pajak dengan pelatihan-pelatihan perlu
dilakukan lagi, dan sosisliasasi pada wajib pajak untuk meningkatkan

kesadaran membayar pajak dapat bertambah.
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5.2 Saran
Berdasarkan oenelitian yang telah di lakukan dan menganalisis data yang
diperoleh, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Mengoptimlakan seluruh fungsi dari seluruh struktur organisasi dan job
discription yang telah ada dalam badan Dina Pendapatan kabupaten Blitar
supaya semua bagian dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan
masing-masing untuk menjalankan fungsi pemungutan dan pelayanan.

2. Perbaikan dan juga evaluasi sistem secara berkala sangant di perlukan dalam
menunjang keberhasilan menjlankan sistem pemungutan PBB P2. Dengan
mensosialisasikan dasar hukum, dan membuat flow Chart pelayanan PBB P2
serta PERBUB sebagai acuan dasar sistem pemungutan PBB P2 sangat di
perlukan di kalang petugas pemungut pajak agar tidak terjadi kesalahan
dalam pelayanan dan juga fungsi pemungutanya.

3. Pengawasan dan kontrol terhadap pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten
Blitar dan Perangkat Desa yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan
sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juaga perlu di tingkatkan lagi,
supaya sistem dapat berjalan secara efefktif dan juga target dapat terpenuhi
dengan baik. Pelatihan dan pembimbingan kepada petugas-petugas pemungut
pajak perlu dilakukan agar proses pemungutan dapat berjalan dengan baik.

4. Peningkatan pelayanan dan juga informasi tenyang Pajak Bumi dan
Bangunan perlu di tingkatkan lagi. Seperti iklan layanan masyarakat,
sosialisai dan juga edaran yang disebarkan ke masyarakat tentang pentingnya

pajak.Sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sangat di perlukan
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untuk meningkatak kembali kesadaran Wajib Pajak.Pelatihan dan
pembimbingan kepada petugas-petugas pemungut pajak perlu dilakukan agar

proses pemungutan dapat berjalan dengan baik.
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